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Urgensi RUU Perampasan’Aset

Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) melakukan perte-
muandengan Menteri Koordinator
BldangHukum HAM, Imigrasidan
Pemasyarakalan (Menko Kumham
Imipas) Yusril Ihza Mahendra di
Jakarta, Kamis (7/11). Salah satu
toplkpemblcaraan mereka adalah
mengenai Rancangan Undang-
Undang (RUU) Perampasan Aset

yang pembahasannya tertahan

‘sekian lama di Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR).

Terkaitpermasalahanini, pemer-
intah menurutYusril, telah menyam-
paikan- surat presiden (surpres)
kepada DPR. Jika sudah disampai-
kan, surpres tidak akan ditarik kem-
bali. Kini pemerintah dalam posisi
menunggu, kapan pembahasannya

dilaksanakan. Dengap katalain, bola -

ada di tangan DPR. Kepada mer-

eka, nasib RUU yang digadang-

gadangmenjadialat penjerakorup-
tordan pelaku kejahatan lainnyaitu
. disandarkan. . &

Faktual RUU PerampasanAset
telah melaluiproses yang cukup pan-
jang. Kalipertama disusun pada2008,
RUU itubaru masuk Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) pada tahun
2023. Namun, itu pun masih gagal
disahkan. Kabar terbaru, RUU
Perampasan Aset tidak ada dalam
daftar usulan RUU dari DPR yang
masuk ke Prolegnas 2025-2029. Jika
benardemikian, tentu sangatmem-
pnhahrjtan Kredibilitas DPR pun
patut dipeftanyakan
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Problem terkait pembahasan
RUU PerampasanAsetpemahmenge-
muka dalamrapatdengarpendapat

. Komisi Il DPR" dengan Menko

PolhukamMahfud MD pada 29 Maret
2023. Menjawab pertanyaan Mahfud,
Ketua Komisi lll Bambang Pacul saat
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Kuraw  Waana

itu terang-terangan mengatakan |

bahwa pengesahan RUU tersebut
butuh persetujuan para ketuaumum
partai. Jawaban Pacul menimbulkan
spekulasiadanya kepenhngan elite
dalam masalah ini. .

RUU Perampasan perlusegera
dibahas dandisahkan. Selainmem-
berikan efek jera kepada koruptor
dan pelaku kejahatan lain, ia juga

menjadi alat yang efektif untuk

mengembalikan kerugian negara.
Regulasiini pun penting untuk mem-
bangun kredibilitas negara dalam

hubunganintermnasional. Mengingat -

urgensinya yang tinggi, tidak ada

alasan bagi DPR untuk'menunda- ;4
) nundalaglpembahasan dan penge—

sahannya 2

Parawakllrakyatterhonnathahjs :
mendengar aspirasi' masyarakat

yang diwakili oleh sejumlah lem-

baga, antara lain Komisi Nasional -
HakAsasiManusia (Komnas HAM),

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan

" Indonesia (PSHK), dan Indonesian’

Parliamentary Center(lPC) Jangan.’

biarkan spekulasu iyang berkembang

di masyarakatmenemukan kebena- ;

rannya. Jangan biarkan | rakyat_

kehilangan kepercayaanterhadap .

wakil mereka.




